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WALI KOTA GORONTALO |

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang : a.

Mengingat

—

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA GORONTALO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengatur tailta

cara penyaluran, pencairan dan pemanfaatan; |

bahwa guna tertibnya penyaluran, pencairan dan pemanfaatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2021 perlu Petunjuk Teknis; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang |
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Ncomor 4060);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dean Tanggung Jawab Keuan an
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone#ia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia. Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); r

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah|
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

-

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201C tentang ’I‘ata|
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165); .

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia|
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6050);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan :

19.

20.

21

232.

23.

24,

25.

26.

27,

28.

-4 -

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembtaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerzih;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik  Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tehun 2019 ttg

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ttg
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Gorontalo;

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo;

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo;
Sekretaris Daerah adalah Koordinator pengelolaan keuangan claerah;

Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Pengguna
Anggaran Belanja Tidak Terduga;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
|
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenarngan Daerah]

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah adalah Kepala
Bagian, pada Dinas adalah Kepala Bidang dan atau Kepala Seksi, padai
badan/lembaga tehnis adalah kepala bidang dan lembaga teknis yang

Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah Eselon III;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejaqat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, penyimpan, menyetor, menata usaha dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
perangkat daerah;

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan membayarkan menata usahakan dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada perangkat daerah;
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14.
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Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selanjutnya di singkat SIPD adal‘

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan
kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

(2]

meliputi mekanisme:

1. Rencana Umum Pengadaan Barang dan jasa; |

Penatausahaan Keuangan Daerah;

2
3. Pengawasan; dan
4

Pengendalian dan Pemantauan.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam

Pelaksanaan Program kerja dan kegiatan, wajib berpedoman pada Peraturan Wali

Kota ini.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Jamwari 2021
WALI KOTA GORONTALO,

S| S

<
MARPEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal, 4 Janmuari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

SM MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR ..1..
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